KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR: P.1/KSDAE/BPE2/KSA.4/2/2021

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN
EKOSISTEM ESENSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN
EKOSISTEM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 268 Peraturan Menteri
Lingkungan  Hidup dan Kehutanan Nomor
P.18 / MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kehutanan, Direktur Jenderal
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
berwenang untuk menetapkan kebijakan di bidang
pengelolaan kawasan ekosistem esensial;

b. bahwa untuk menjamin kelestarian keanekaragaman
hayati serta pemanfaatannya secara berkelanjutan
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka
pengelolaan kawasan ekosistem esensial perlu dinilai
efektivitasnya dalam rangka optimalisasi pelindungan
kawasan ekosistem esensial;

C. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam
penilaian efektivitas pengelolaan kawasan ekosistem
esensial perlu dibuat aturan pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu



Mengingat

-2 -

menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Petunjuk
Teknis Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan
Ekosistem Esensial;

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang
Pengesahan United Nations Convention on Biological
Diversity tentang Keanekaragaman Hayati (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3556);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
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dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6673);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3803);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3802);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5056);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5798);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekositem Gambut
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5957);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Lepas
Sekretariat Negara Tahun 1990);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun
2009 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati di
Daerah;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun
2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 200);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
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Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor: P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016
tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang  Melaksanakan  Urusan
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan
Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor: P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016
tentang Jenis Invasif (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1959);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN
/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 919);

Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistemnya Nomor: P.8 / KSDAE/BPE2/
KSA.4/9/2016 tentang Pedoman Penentuan Koridor
Hidupan Liar Sebagai Ekosistem Esensial;

Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistemnya Nomor: P.5/KSDAE/SET/
KUM.1/9/2017 tentang Petunjuk Teknis Penentuan
Areal Bernilai Konservasi Tinggi di Luar Kawasan
Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman

Buru;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud

dengan:

1. Penilaian adalah kegiatan untuk menilai tingkat
pencapaian pengelolaan KEE sesuai tujuan yang telah
ditetapkan.

2. Ekosistem adalah sistem hubungan timbal balik
antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non
hayati yang saling tergantung dan pengaruh
mempengaruhi dalam suatu persekutuan hidup.

3. Kawasan Ekosistem Esensial yang selanjutnya
disingkat KEE adalah kawasan di luar Kawasan
Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman
Buru yang secara ekologis penting bagi
keanekaragaman hayati.

4. Perlindungan ekosistem esensial adalah upaya untuk
melakukan pencegahan kerusakan dari beragam
gangguan yang dapat menyebabkan terancamnya

keanekaragaman hayati.
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Pelindungan KEE adalah upaya untuk melindungi
KEE melalui pengelolaan berdasarkan prinsip
konservasi.

Rencana Aksi Pelindungan KEE adalah rencana
terintegrasi yang memuat rangkaian pelindungan
melalui kegiatan pengelolaan KEE yang disusun
secara kolaboratif oleh pengelola.

Tipologi adalah pengelompokan KEE berdasarkan tipe
atau jenisnya.

Ekosistem lahan basah adalah suatu wilayah
genangan atau wilayah penyimpanan air, yang
memiliki karakteristik daratan dan perairan.

Koridor hidupan liar yang selanjutnya disebut Koridor
adalah areal atau jalur baik alami maupun buatan
yang menghubungkan dua atau lebih habitat yang
berada di dalam dan di luar Kawasan Hutan kecuali
Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan
Taman Buru.

Areal Bernilai Konservasi Tinggi yang selanjutnya
disingkat ABKT adalah areal yang memiliki nilai
penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dan
ekosistem, jasa ekosistem, fungsi sosial, dan fungsi
budaya bagi masyarakat termasuk High Conservation
Value Forest (HCVF) atau High Conservation Value
Area (HCVA).

Taman Keanekaragaman Hayati yang selanjutnya
disebut Taman Kehati adalah suatu kawasan
pencadangan sumber daya alam hayati lokal di luar
kawasan hutan yang mempunyai fungsi konservasi in-
situ dan eks-situ, khususnya bagi tumbuhan, yang
penyerbukan dan/atau pemencaran bijinya harus

dibantu satwa dengan struktur dan komposisi



